PENETAPAN BENTUK GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN

TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KULON PROGO










 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Penetapan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan Bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo 
menghasilkan kesepakatan antara instansi yang berkepentingan 
membangun bandara, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan PT Angkasa Pura I dengan para pemegang hak milik 
atas tanah, bahwa bentuk ganti kerugian yang akan diberikan adalah 
bentuk ganti kerugian berupa uang. 
2. Adapun penetapan bentuk ganti kerugian kepada para pemegang hak 
milik atas tanah yang tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara 
di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sejauh proses  yang 
dilakukan telah mewujudkan perlindungan hukum. Upaya untuk 
mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak milik atas tanah 
dan pada akhirnya mendapatkan kesepakatan bentuk ganti kerugian 
berupa uang menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan 
bandara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo telah 
melindungi hak dan kewajiban pemegang hak milik atas tanah sebagai 








Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah : 
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo : Dalam menetapkan 
bentuk ganti kerugian bagi para pemegang hak milik atas tanah yang 
tanahnya digunakan untuk kegiatan pembangunan kepentingan umum, 
hendaklah tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar hukum dari 
program apa yang dilaksanakan, dalam hal ini, ketentuan mengenai 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
2. Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon 
Progo, khususnya pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya 
digunakan untuk pembangunan bandara : Tidak meminta bentuk ganti 
kerugian yang tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
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Peta Administrasi Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo 
 








































 Sumber : Data Primer, Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo 2015 
